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Abstrak 

 

Berangkat dari banyaknya kasus penjualan minuman beralkohol illegal di Kota 

Banjarbaru. Dari data  Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri 

Banjarbaru, sudah ada total 13 kasus penjualan minuman beralkohol illegal di Kota 

Banjarbaru dalam kurun waktu satu semester awal tahun 2022. Hal ini pun menjadi 

sebuah pertanyaan sebab  Kota Banjarbaru sendiri sudah memiliki sendiri peraturan 

daerah yang mengatur mengenai larangan minuman beralkohol, yaitu melalui 

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan 

Minuman Beralkohol. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu 

bagaimana pengaturan tentang penjualan minuman beralkohol illegal berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan 

Minuman Beralkohol dan bagaimana efektifitas sanksi terhadap penjual minuman 

beralkohol illegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 

2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Penelitian ini merupakan penelitian 

sosiologis empiris. Dan populasi dari penelitian ini adalah penegak hukum yang 

berwenang menangani kasus penjualan minuman ilegal beralkohol di Kota 

Banjarbaru. Teknik sampling yang digunakan adalah snowball sampling. Sedang 

teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang 

dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran mengenai objek atau 

subjek dari penelitian. Dari penelitian diatas diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan 

yang ada pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang 

Larangan Minuman Beralkohol perlu ditinjau ulang, diperlukan adanya penambbahan 

sanksi dan pemberian hukuman maksimal kepada penjual minuman beralkohol ilegal. 
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Juga diperlukan adanya pasal tambahan mengenai pembinaan kepada masyarakat 

agar kejadian yang sama tidak terulang kepada orang yang berbeda. 

 

Kata Kunci : Minuman beralkohol illegal; penegakan hukum; penjualan 

 

Abstract 

 

Departing from the many cases of selling illegal alcoholic beverages in the city of 

Banjarbaru. From the data from the Banjarbaru District Court Case Tracing 

Information System, there have been a total of 13 cases of selling illegal alcoholic 

beverages in the City of Banjarbaru within the time limit of one semester in early 

2022. This is also a question because the City of Banjarbaru itself already has its own 

local regulations governing prohibition alcoholic beverages, namely through 

Banjarbaru City Regional Regulation Number 05 of 2006 concerning Prohibition of 

Alcoholic Beverages. This study focuses on two formulations of the problem, namely 

how to regulate the sale of illegal alcoholic beverages based on Banjarbaru City 

Regional Regulation Number 05 of 2006 concerning Prohibition of Alcoholic 

Beverages and how the effectiveness of sanctions against sellers of illegal alcoholic 

beverages is based on Banjarbaru City Regional Regulation Number 05 of 2006 

concerning Prohibition of Beverages Alcoholic. This research is an empirical 

sociological research. And the population of this study are law enforcers who handle 

cases of selling illegal alcoholic beverages in Banjarbaru City. The sampling 

technique used is snowball sampling. While data collection techniques through 

interviews and literature. Data analysis was carried out descriptively, namely by 

providing an overview of the object or subject of the research. From the research 

above, it can be concluded that the existing arrangements in Banjarbaru City Regional 

Regulation Number 05 of 2006 concerning the Prohibition of Alcoholic Beverages 

need to be reviewed, it is necessary to add sanctions and provide maximum penalties 

to sellers of illegal alcoholic drinks. There is also a need for additional articles 

regarding community development so that the same incident does not repeat itself to 

different people. 
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